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PUTUSAN 

Nomor 19/Pdt.G/2020/MS.Sab 

 
 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Mahkamah Syar’iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara tertentu pada di tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah 

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh: 

Pemohon, Tempat/Tanggal Lahir, Cilacap: 12 Mei 1982, Agama Islam, Pendidikan 

SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, NIK: -----, Tempat 

Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai 

Pemohon; 

melawan 

Termohon, Tempat/Tanggal Lahir, Sabang: 2 November 1965, Agama Islam, 

Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status 

Kawin, NIK. -----, Tempat Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, 

selanjutnya disebut sebagai Termohon; 

Mahkamah Syar’iyah tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan para pihak; 

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan; 

 

DUDUK PERKARA 

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara 

ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal 05 Mei 2020 yang amarnya: 

Sebelum memutus pokok perkara: 

1. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap 

(suppletoir add) yang berbunyi sebagai berikut: 

“Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, demi Allah Saya bersumpah bahwa 

apa-apa yang saya kemukakan dalam surat permohonan dan dimuka 

persidangan ini adalah merupakan fakta yang sebenarnya antara Pemohon 

dengan Termohon dan saya bersedia menerima segala akibat dari sumpah 

saya ini”; 

2. Menangguhkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan 

akhir; 
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Bahwa Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya, kemudian Pemohon 

mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan 

semula, serta memohon kepada Hakim agar permohonannya dikabulkan; 

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita 

acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang 

tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari putusan ini; 

 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa Hakim bersandar pada apa yang telah 

dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengucapkan sumpah yang 

dibebankan kepadanya itu, maka Hakim berpendapat sumpah tersebut berfungsi 

untuk menyelesaikan perkara ini, oleh karena itu sumpah tersebut mempunyai 

kekuatan pembuktian sempurna; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah 

diuraikan dalam putusan sela tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah 

tangga Pemohon dan Termohon sedang atau telah terjadi perselisihan dan 

pertengkaran secara terus-menerus + sejak Januari 2020 tahun yang lalu dan sudah 

pisah kamar sejak Januari 2020 juga, meskipun Pemohon dan Termohon masih 

tinggal serumah, Hakim dalam setiap persidangan selalu memberi nasehat agar 

bersabar dan kembali lagi pada Termohon, namun Pemohon sudah bertekad dan 

bersikeras tetap pada permohonannya. Hal-hal tersebut merupakan indikasi kuat 

terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana norma dari Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan “Gugatan cerai dapat dikabulkan 

jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan 

indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah 

tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau 

masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah 

terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan 

dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)”, 

dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, 

yang menyatakan bahwa “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat 

kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat 

meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

Hal. 3 dari 6 Hal. 
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/MS.Sab  

memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang 

demikian itu adalah sia-sia”; 

Menimbang, bahwa seandainya Termohon masih menyayangi dan 

mencintai Pemohon, dapat dipastikan Pemohon dan Termohon tidak akan pisah 

kamar, baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah saling merayu atau pun 

membujuk agar kembali lagi. Hal-hal tersebut merupakan indikasi kuat pecahnya 

rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan perselisihan di antara keduanya 

telah sedemikian rupa sifatnya, dan Hakim juga tidak melihat adanya i’tikad baik 

dari Termohon untuk memperbaiki dan membina rumah tangganya, bahkan 

cenderung membiarkan dan tidak memperdulikan lagi keutuhan rumah tangganya, 

maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 

08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa “Suami istri yang telah 

pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta 

adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup 

rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan 

permohonan perceraian”. Oleh karena itu, masalah rumah tangga yang 

bersangkutan sudah mencapai tingkat yang serius/gawat sehingga sifat 

persengketaan tersebut telah sampai pada tahapan terus-menerus; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang apa yang menjadi 

penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan 

Termohon tersebut vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo 

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi 

Hukum Islam, Hakim telah memerintahkan agar Pemohon menghadirkan pihak 

keluarga atau orang-orang yang dekat dengan yang bersangkutan, dan Pemohon 

telah menghadirkan orang-orang dekatnya ke persidangan, dan di persidangan 

orang-orang dekatnya yang bertindak sebagai saksi-saksi telah memberikan 

keterangan yang saling bersesuaian bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon 

sudah tidak harmonis lagi sejak Januari 2020 yang lalu, kemudian diikuti dengan 

pisah kamar yang hingga kini telah berjalan sekitar 4 (empat) bulan lamanya; 

Menimbang, bahwa perihal perselisihan dan pertengkaran atau ketidak-

harmonisan dimaksud, terungkap hubungan suami istri yang bersangkutan telah 

sedemikian rupa adanya, sehingga sekalipun pihak yang dekat dengan yang 

bersangkutan telah berusaha agar mereka dapat rukun kembali sebagai suami istri, 

akan tetapi Pemohon menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak 

untuk rukun kembali, sehingga sudah tidak mungkin lagi mempersatukan mereka 

dalam satu rumah tangga, maka Hakim berpendapat sifat persengketaan yang 
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bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus, yang diikuti dengan pisah 

kamar yang hingga kini telah berjalan sekitar 4 (empat) bulan lamanya; 

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat rumah tangga 

antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah, maka berdasarkan 

Putusan Mahkmah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang 

normanya menyatakan “Kalau Hakim/Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan 

ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula”, sehingga tujuan 

perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sayang 

sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  jo Pasal 3 

Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud, sehingga rumah tangga 

Pemohon dan Termohon tersebut sudah sulit untuk dibina kembali seperti yang 

diharapkan oleh undang-undang tersebut; 

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 

21 yang berbunyi: 

                                  

            

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 
menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan 
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-
tanda bagi kaum yang berfikir; 

 

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, 

dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah 

berpasangan sebagai suami istri merasa tentram satu sama lainnya dalam bingkai 

rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, 

sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada 

lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut 

diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim 

berpendapat/berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi 

perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan 

dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan yang 

bersangkutan telah pecah (broken marriage), maka telah cukup alasan bagi 

Pemohon untuk menjatuhkan terhadap Termohon berdasarkan penjelasan Pasal 39 

ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) 
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Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi 

Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang 

terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan. Oleh karena itu, 

permohonan Pemohon mengenai agar Hakim memberi izin Pemohon untuk 

menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan perkawinan pada bukti bertanda 

P.2 tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Pemohon dengan 

Termohon, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang 

hendak dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj’i; 

Menimbang, bahwa Termohon ternyata meskipun telah dipanggil dengan 

resmi dan patut, tidak hadir, juga tidak  menunjuk orang lain sebagai kuasanya yang 

sah untuk menghadap, dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh 

halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan 

hukum dan beralasan. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan 

Pasal 78 Rv permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan verstek; 

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang 

perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo  Pasal 89 Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada 

Pemohon; 

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan 

dengan perkara ini; 

 

MENGADILI 

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; 

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj’i 

terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Mahkamah Syar’iyah 

Sabang; 

4. Membebankan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam 

perkara ini sebesar Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah); 

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 05 Mei 2020 Miladiyah 

bertepatan dengan tanggal 12 Ramdhan 1441 Hijriyah, oleh Nurhadi, S.HI., MH., 
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selaku Hakim Tunggal pada Mahkamah Syar’iyah Sabang, putusan tersebut 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu 

oleh Muhammad Bardan, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri 

oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat. 

 
Panitera Pengganti 

 
 

dto. 
 
 

Muhammad Bardan, S.HI. 

Hakim 
 
 

dto. 
 
 

Nurhadi, S.HI., MH. 
 
 

Perincian Biaya Perkara:  

1. Biaya Pendaftaran/PNBP Rp.     30.000,- 

2. Biaya Redaksi   Rp.     10.000,- 

3. Biaya Pemberkasan/ATK  Rp.     50.000,- 

4. Biaya Panggilan   Rp.   240.000,- 

5. PNBP Panggilan   Rp.     20.000,- 

6. Biaya Meterai   Rp.       6.000,- 

J u m l a h    Rp.   356.000,- 

(Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) 
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